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Abstract : This study raises the issue of how the law
regulates the actions of the Board of Directors after their
term of office ends and how the legal relationship
between the ratification and affirmation of the GMS with
the responsibility of the Board of Directors for the actions
of the company after their ferm of office ends in the
context of rafification and affirmation of the Board of
Directors ' actions for granting acquit de charge?.

The research method used Is juridical normative
approach fo legisiation, conceptual, and case. Analysis of
legal materials is carried ouf through qualitative
methods.

The results showed that the Direcfors of limited liability
companies are bound by the rules, including ferm of
office. Management actions during the ferm of office are
considered the company's actions, while atter the term of
office is considered ulfra vires. Although the law does not
prohibit ulfra vires, directors can justify it with strong
reasons such as good faith. The board of Direcfors is fully
respounsible for the actions of ulfra vires, unless it meets
the requirements set by law. Article 97 provides that the
responsibility could pass fo the company if cerfain
requirements are met, ratifying the act as the property of
the company.

Keywords : Board of Directors Act Term, Ratification of
GMS.

Abstrak : Penclitian ini mengangkat masalah Bagaimana
hukum mengatur tentang tindakan Direksi yang
dilakukan setelah masa jabatannya berakhir dan
Bagaimana hubungan hukum antara pengesahan dan
penegasan RUPS dengan tanggung jawab Direksi atas
tindakan perseroan yang dilakukan setelah masa jabatan
mereka berakhir dalam konteks pengesahan dan
penegasan tindakan Direksi untuk pemberian acquit de
charge?.

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual,
dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui
metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi perseroan
terbatas terikat oleh aturan, termasuk masa jabatan.
Tindakan pengurusan selama masa jabatan dianggap
tindakan perseroan, sedangkan setelah masa jabatan
dianggap ultra vires. Meskipun undang-undang tak
melarang ultra vires, Direksi bisa membenarkannya
dengan alasan kuat seperti itikad baik. Direksi
bertanggung jawab penuh atas tindakan ultra vires,
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kecuali jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan
undang-undang. Pasal 97 mengatur bahwa tanggung
jawab bisa beralih ke perseroan jika persyaratan tertentu
dipenuhi, meratifikasi tindakan sebagai milik perseroan.

Kata Kunci : Pengesahan RUPS, Tindakan Direksi Masa
Jabatan.

PENDAHULUAN

Tindakan perseroan yang dilakukan oleh direksi setelah masa jabatan mereka berakhir
merupakan tindakan wulfra vires (melebihi kewenangan) kendati tindakan tersebut bukanlah
tindakan/perbuatan melawan hukum, yang tentunya memiliki konsekuensi hukum baik secara
perdata maupun pidana bagi pribadi direksi dan komisaris meskipun tindakan-tindakan tersebut
dilakukan demi dan untuk kepentingan Perseroan, konsekuensi hukum tersebut dapat dimitigasi
jika tindakan-tindakan tersebut disahkan dan ditegaskan sebagai tindakan perseroan oleh RUPS.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk
pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk
kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham
yang dimilikinya (H.M.N. Purwosutjipto, 2009). Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas
sero-sero atau saham-saham dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (didalam tesis ini untuk selanjutnya
disebut dengan UU PT), yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjuinya disebut perseroan, adalah badan hukum yang

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sementara terkait penunjukkan terbatas atas tanggung jawab dari para pemegang saham

(shareholders) tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan:
“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang
dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi
saham yang dimiliki.”

Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum, baik
menuntut maupun dituntut di pengadilan. Untuk melaksanakan perbuatan hukum dalam
hubungan hukum, Perseroan Terbatas terdapat organ-organ perusahaan yang terdiri atas Rapat
Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris (Agus Budiarto, 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ
Perseroan Terbatas tersebut terdiri dari; (1) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; (2) Dewan Komisaris adalah Organ
Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran
dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, dan (3) Rapat Umum Pemegang Saham, yang
selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-
Undang ini dan/atau anggaran dasar. Diantara ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut di atas,
yang memiliki kewenangan penuh terhadap Perseroan adalah Direksi. Direksi merupakan pilar
utama yang menjamin kelangsungan usaha Perseroan. Disebut sebagai pilar utama karena maju
dan berkembangnya Perseroan ditentukan oleh Direksi. Direksi menjadikan perseroan hidup,
tanpa Direksi Perseroan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, ruang
lingkup tugas dan wewenang Direksi adalah mengurus Perseroan. Tugas dan kewenangan untuk
mengurus Perseroan tersebut diberikan kepada Direksi tentu berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar,
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yaitu: pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (fiduciary duty); dan kedua,
prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati~hatian tindakan direksi (duty of skill and
care) (Chatamarrasjid Ais, 2020). Atas 2 (dua) prinsip dasar tersebut menuntut direksi untuk
bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan
perseroan. Artinya, dalam pelaksanaan tugasnya itu, Direksi tidak hanya terikat pada apa yang
secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan melainkan
juga terikat pada ruang lingkup tugas dan kewajiban sesuai dengan kebiasaan, kewajaran dan
kepatutan.

Terkait tugas dan kewenangannya tersebut baik Direksi terikat pada batasan-batasan yang
ditentukan didalam Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub didalam Akta Pendirian Perseroan
dan atau Akta-akta Perubahannya, salah satu ketentuan terkait batasan-batasan tersebut adalah
terkait masa jabatan Direksi. Undang-undang PT tidak menjelaskan secara tersirat berapa lama
jangka waktu masa jabatan Direksi mengingat hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada
putusan Para Pemegang Saham mengingat antara satu perseroan dengan perseroan yang lain
memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda dan tentunya pengaturan tentang masa jabatan
Direksi harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perseroan namun demikian
KUHD menegaskan bahwa pengurus perseroan tidak boleh diangkat untuk seumur hidup.
Umumnya masa jabatan Direksi didalam perseroan antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun
hal ini berarti Direksi hanya berhak untuk bertindak mewakili kepentingan perseroan didalam
masa jabatannya tersebut mengingat konsep “terbatas” didalam perseroan terbatas juga memiliki
pemahaman bahwa setiap organ didalam perseroan memiliki batas-batas yang tidak dapat
dilampaui dalam konteks Direksi salah satu pembatas tersebut adalah masa jabatan. Namun
demikian dalam prakteknya terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan Direksi untuk
melakukan tindakan-tindakan diluar masa jabatan mereka dengan demikian Direksi secara sadar
telah melakukan sebuah tindakan ultra vires (melampui kewenangan) yang jelas melanggar
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang. Ada kalanya tindakan-tindakan ultra vires ini
terpaksa dilakukan oleh Direksi mengingat kondisi dari perseroan yang berada dalam keadaan
genting dan memaksa sehingga membutuhkan suatu keputusan yang bersifat cepat dan seksama,
atau tindakan ultra vires yang dimaksud hadir karena adanya kealpaan dari Direksi terkait masa
jabatan mereka atau bisa juga karena adanya konflik internal didalam perseroan yang
mengakibatkan kegamangan hukum maka guna memberikan kepastian hukum bagi perseroan,
Direksi yang sudah berakhir masa jabatannya mengambil suatu keputusan yang bersifat ultra
vires guna menyelamatkan perseroan, apapun alasan dan dasar dilakukannya tindakan ultra
vires hal tersebut tidak serta merta menjadi pembenar bagi Direksi untuk mengambil tindakan
tersebut mengingat tindakan-tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang tidak hanya
berdampak kepada perseroan akan tetapi juga kepada para pemegang saham hal mana tentunya
membutuhkan pertanggungjawaban dari Direksi selaku pihak-pihak yang mengambil tindakan
ultra vires tersebut.

Tindakan Direksi yang dilakukan diluar masa jabatannya sebagaimana dijelaskan didalam
alinea diatas kemudian dimasukan kedalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk
pengesahan dan penegasan untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI, hal
mana kemudian diterima sebagai suatu perbuatan hukum yang sah dan mengikat bagi perseroan
dan lebih jauh Direksi yang melakukan perbuatan tersebut diberikan pelepasan tanggung jawab
(acquit et de charge), mengapa sesuatu yang awalnya merupakan sebuah tindakan ultra vires
yang jelas-jelas bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-undang, dapat disahkan
bahkan lebih lanjut diterima sebagai suatu hal baik?? Mengingat hal-hal sebagaimana tersebut
diatas secara nyata terjadi pada kehidupan sehari-hari sebagaimana penulis temukan dari hasil
penelitian penulis pada Kantor Notaris Ryan Bayu Candra SH, MKn, (untuk selanjutnya didalam
tesis ini disebut dengan Notaris RBC), dimana ada beberapa klien di kantor Notaris RBC yang
membuat akta dengan maksud dan tujuan mengesahkan dan menegaskan tindakan yang diambil
atau telah dilakukan oleh Direksi diluar masa jabatan mereka sebagai tindakan perseroan dan
untuk kemudian memberikan pelepasan (acquit et de charge) atas tanggung jawab hukum
kepada Direksi dari kewajiban hukum atas tindakan-tindakan tersebut, dalam kondisi demikian
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bagaimana mungkin sebuah tindakan ultra vires dapat diterima, disahkan dan ditegaskan sebagai
tindakan perseroan mengingat tindakan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Undang-undang.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan
cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan
prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya
penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan
terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini
menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan
hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian
tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang hukum mengatur tentang
tindakan Direksi yang dilakukan setelah masa jabatannya berakhir dan hubungan hukum antara
pengesahan dan penegasan RUPS dengan tanggung jawab Direksi atas tindakan perseroan yang
dilakukan setelah masa jabatan mereka berakhir dalam konteks pengesahan dan penegasan
tindakan Direksi untuk pemberian acquit de charge.

Hukum Mengatur Tentang Tindakan Direksi Yang Dilakukan Setelah Masa Jabatannya Berakhir
Dan Hubungan Hukum Antara Pengesahan.

Limitasi dan Mekanisme atas Tindakan Direksi yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-
undangan, dalam analisis ini membahas dua pokok permasalahan terkait tindakan Direksi setelah
masa jabatannya berakhir. Pokok permasalahan pertama adalah mengenai regulasi hukum
terkait tindakan Direksi setelah masa jabatannya berakhir. Definisi Direksi menurut Pasal 1 butir
(5) UUPT menyatakan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh
atas pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan.

Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT memberikan kewenangan kepada Direksi untuk
menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dengan
batasan yang ditetapkan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Namun, Pasal 94 ayat
(3) UUPT menyebutkan bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu.

Meskipun UUPT tidak secara eksplisit melarang Direksi untuk menjalankan pengurusan
Perseroan setelah masa jabatannya berakhir, tesis ini mengidentifikasi bahwa hal ini dapat
menimbulkan konsekuensi tertentu. Dalam Bab III, tesis ini membuktikan dengan fakta-fakta
hukum konkret bahwa beberapa Direksi tetap menjalankan tugas dan kewenangannya setelah
masa jabatannya berakhir.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mendasar mengapa Direksi tetap
menjalankan tugas dan kewenangannya setelah masa jabatannya berakhir, termasuk dampaknya
terhadap Susunan Pemegang Saham, Modal Perseroan, Maksud dan Tujuan Perseroan, serta
Susunan Direksi dan Komisaris.

Dengan demikian, tesis ini menggambarkan bahwa meskipun UUPT memberikan
kewenangan kepada Direksi selama masa jabatannya, ketidakjelasan dalam undang-undang
mengenai batasan tindakan setelah masa jabatan menimbulkan permasalahan hukum dan
konsekuensi yang perlu diperhatikan.

Alasan Direksi Melakukan Tindakan Ultra Vires:

1. Itikad Baik: Direksi melakukan tindakan ultra vires dengan alasan itikad baik, dimana
mereka bermaksud menjaga kelangsungan operasional Perseroan dan menghindari
permasalahan terkait pengambilan keputusan dan administrasi. Contoh kasus pada PT
DPD menunjukkan bahwa Direksi, terutama Nyonya ED sebagai Direktur Utama, tetap
aktif dalam menjalankan Perseroan bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Alasan
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itikad baik mendasari tindakan tersebut untuk memastikan kelancaran operasional dan
pemenuhan kewajiban terhadap pihak ketiga, karyawan, dan pelanggan.

Dampak: Itikad baik menjadi pembenar tindakan ultra vires, sejalan dengan doktrin
fiduciary duty dan Meskipun melanggar Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan, tindakan ultra vires dapat dibenarkan jika tidak merugikan Perseroan.

2. Tanggung Jawab: Direksi melakukan tindakan ultra vires dengan mengacu pada tanggung
jawabnya sebagai entitas yang mengurus dan mewakili Perseroan. Aspek tanggung jawab
ini tidak hanya terbatas pada Para Pemegang Saham, tetapi juga mencakup karyawan,
pihak ketiga, dan pemerintah. Contoh kasus pada PT ABI menunjukkan bahwa Tuan KT,
Direktur Utama, mengambil langkah-langkah ekstrem untuk memastikan kelangsungan
Perseroan, termasuk "mengakuisisi" saham dan menjalankan Perseroan seorang diri.
Dampak: Tanggung jawab terhadap pihak ketiga, karyawan, dan kewajiban perpajakan
menjadi alasan utama untuk melakukan tindakan ultra vires. Serta Tanggung jawab
terhadap kelangsungan Perseroan menjadi pembenar tindakan ekstrem, seperti
pengambilalihan saham.

3. Kriteria Penilaian Tindakan Ultra Vires: Adanya tolak ukur atas tindakan ultra vires,

terutama dengan mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin dialami oleh
Perseroan dan Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban jika tindakan ultra vires
mereka menyebabkan kerugian Perseroan, namun keberadaan "itikad baik" dapat menjadi
faktor pembelaan.
Dampak: Dalam konteks teori tanggung jawab hukum, tindakan ultra vires yang
merugikan Perseroan dapat memicu pertanggungjawaban Direksi dan Aspek "itikad baik"
dan tanggung jawab menjadi faktor kunci dalam menilai apakah tindakan ultra vires
dapat dibenarkan.

Dengan demikian, alasan itikad baik dan tanggung jawab menjadi motif utama di balik
tindakan ultra vires yang dilakukan oleh Direksi, dengan pertimbangan untuk memastikan
keberlanjutan operasional Perseroan dan pemenuhan tanggung jawab mereka kepada berbagai
pihak terkait.

Tiga perusahaan, yaitu PT ABI, PT MEP, dan PT BNM, menunjukkan contoh tindakan ultra
vires yang didasarkan pada tanggung jawab Direksi. PT MEP, dengan struktur pemegang saham
dan Direksi yang mirip dengan PT ABI, menghadapi permasalahan ketidakaktifan Direktur dan
Komisaris. Meski Tuan BW, Direktur Utama, menjalankan perseroan sendirian, tindakan ultra
vires diambil untuk memastikan kelancaran operasional tanpa menimbulkan kerugian.
Sebaliknya, PT BNM, yang awalnya bergerak di perdagangan bahan konstruksi, mengalami
hambatan akibat perubahan KBLI 2020. Meskipun terlambat menyadari berakhirnya masa
jabatan, Direksi mengklaim kelalaian disebabkan fokus pada pengembangan perseroan. Tindakan
ultra vires dianggap dapat dibenarkan karena dianggap menjalankan tugas dan tanggung jawab
dengan baik tanpa merugikan perseroan. Aspek tanggung jawab dalam tindakan ultra vires
diukur dengan teori statutory duties dan duties of skill, Business Judgement Rule, serta prinsip-~
prinsip Good Corporate Governance. Evaluasi kasus PT ABI, PT MEP, dan PT BNM menunjukkan
bahwa tindakan ultra vires dapat dibenarkan jika memenuhi kriteria tersebut, termasuk
transparansi, independensi, dan tidak merugikan perseroan.

Direksi yang juga merupakan pemegang saham memiliki kewenangan untuk memberikan
pengesahan dan pelepasan tanggung jawab atas tindakan ultra vires yang dilakukan. Pengesahan
ini harus didasarkan pada konsep tata kelola perseroan yang baik, rasionalitas logika, serta
dukungan kemampuan dan keahlian yang memadai. Tindakan ultra vires Direksi tidak boleh
merugikan perseroan secara finansial, hukum, atau administratif, mengingat kerugian perseroan
akan berdampak pada pemegang saham lainnya. Dalam beberapa contoh kasus, alasan "rasa
memiliki" menjadi dasar umum bagi Direksi yang juga pemegang saham untuk melakukan
tindakan ultra vires. Contohnya, Direksi PT NS, di mana Tuan NJ sebagai pemegang saham
mayoritas juga menjabat sebagai Direksi. Meski memiliki kedudukan ganda, Tuan NJ tetap harus
memastikan pengurusan perseroan dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan perseroan.
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Kasus lainnya adalah PT DPD, di mana Nyonya ED, selaku Direktur Utama dan pemegang saham
mayoritas, mengambil langkah tegas menghadapi Direksi lain yang tidak aktif. Meskipun
membuat akta perubahan Anggaran Dasar di luar masa jabatan, tindakan tersebut dianggap
perlu untuk menjaga kelancaran perseroan. Keseluruhan tindakan ultra vires harus mendapatkan
persetujuan mayoritas pemegang saham dan dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang baik
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegasan RUPS dengan tanggung jawab direksi atas tindakan perseroan yang dilakukan setelah
masa jabatan mereka berakhir dalam konteks pengesahan dan penegasan tindakan direksi untuk
pemberian Acquit De Charge.

Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa tindakan ultra vires dilakukan
oleh Direksi dengan beragam macam alasan serta latar belakang dan selama alasan dan latar
belakang tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak
menimbulkan kerugian bagi perseroan maka tindakan ultra vires yang dilakukan oleh Direksi
dapat “diterima” dan Direksi dapat “dilepaskan” dari tanggung jawab hukum atas tindakan ultra
vires tersebut, namun demikian jika tindakan ultra vires yang dilakukan oleh Direksi membawa
kerugian bahkan lebih lanjut dapat membahayakan posisi perseroan baik secara keuangan
maupun secara hukum maka ada pertanggung jawaban hukum yang harus diberikan oleh
Direksi atas tindakan ultra vires yang dilakukannya tersebut, didalam sub bab ini penulis akan
secara mendalam membahas mengenai hal tersebut guna menjawab pokok permasalahan kedua
sebagaimana dijelaskan didalam Bab I tesis ini yaitu:

“Bagaimana hubungan hukum antara pengesahan dan penegasan RUPS dengan tanggung

jawab Direksi atas tindakan perseroan yang dilakukan setelah masa jabatan mereka

berakhir dalam konteks pengesahan dan penegasan tindakan Direksi untuk pemberian
acquit de charge?”

Guna menjawab pertanyaan tersebut kita harus memahami terlebih dahulu bahwa didalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yaitu
Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 setidaknya ada 6 (enam) pasal yang secara spesifik
membahas mengenai tanggung jawab hukum Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan
oleh Direksi, didalam pasal-pasal tersebut ada beberapa pasal yang secara lebih spesifik lagi
mengatur mengenai tanggung jawab Direksi dalam suatu perbuatan tertentu seperti terkait
tanggung jawab Direksi atas kerugian yang dialami oleh pemegang saham dalam hal tindakan
perseroan pembelian kembali saham (buy back) yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana diatur
didalam pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
selain itu ada juga tanggung jawab hukum Direksi jika Direksi memberikan laporan keuangan
yang tidak benar kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur didalam pasal 69 ayat (3), dan
ada juga tanggung jawab hukum dari Direksi terkait pembagian dividen interim dari perseroan
kepada para pemegang saham sebagaimana ternyata dari pasal 72 ayat (6), seluruh pasal-pasal
tersebut menjelaskan bahwa jika Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu
melakukan pengurusan perseroan melakukan suatu perbuatan dan atau tindakan yang
menimbulka kerugian bagi Perseroan dan atau Para Pemegang Saham maka Direksi harus
bertanggung dengan menggunakan harta pribadinya untuk mengganti kerugian tersebut dan jika
Direksi dijabat lebih dari 1 (satu) orang maka tanggung jawab tersebut dipikul secara renteng
(bersama dengan proporsi yang seimbang satu dengan lainnya). Kewajiban untuk menanggung
kerugian yang dialami oleh perseroan ini lahir dari konsep hukum anglo saxon yang bernama
“piercing the corporate veil’ atau terjemahan bebasnya “menembus tabir perseroan” mengapa
dikatakan sebagai tabir karena pada konsep dasar pendirian perseroan terbatas adalah limited
liability dimana baik Para Pemegang Saham maupun para pengurus perseroan baik Direksi
maupun Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab terbatas atas kerugian yang dialami oleh
perseroan, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika kerugian yang dialami oleh
perseroan lebih besar dari modal yang dimiliki oleh perseroan, mengingat hal tersebut maka
lahirlah prinsip piercing the corporate veil sehingga jika dalam konsep limited liability Para
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Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban
hukum secara penuh atas kerugian yang dialami oleh perseroan kendati kerugian tersebut dapat
dibuktikan secara nyata merupakan dampak dari keputusan, tindakan dan atau perbuatan yang
dilakukan oleh Para Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, maka dengan konsep
piercing the corporate veil Para Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris dapat diminta
bertanggung jawab atas kerugian yang didera oleh perseroan. Konsep piercing the corporate veil
ini telah penulis uraikan secara gamblang didalam bab II tesis ini, menurut teori piercing the
corporate veil masing-masing organ bertanggung jawab sepenuhnya atas kondisi perseroan,
Pemegang Saham bertanggung jawab sepenuhnya sampai dengan jumlah saham yang mereka
pegang dalam konteks terjadi kerugian kepada perseroan yang melebih modal perseroan maka
para pemegang saham bertanggung jawab sebesar modal yang mereka masukan kedalam
perseroan, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan mereka dalam hal
mengawasi pengurusan perseroan oleh Direksi dan jika Dewan Komisaris lalai dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya maka Dewan Komisaris bertanggung jawab secara
renteng bersama dengan Direksi untuk mengganti kerugian yang didalami oleh perseroan
dengan menggunakan harta pribadi mereka, sementara itu Direksi selakuu organ yang memiliki
kewenangan dalam hal pengurusan dan operasional perseroan memegang peran paling krusial
dalam hal menentukan posisi perseroan apakah mengalami keuntungan atau mengalami
kerugian, dalam hal mengalami kerugian, jika kerugian yang dimaksud muncul sebagai akibat
dari tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi maka Direksi dapat dimintakan
pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perseroan dengan harta
pribadinya sampai dengan kerugian yang dialami perseroan lunas untuk seluruhnya.

Mengingat pokok permasalahan kedua didalam tesis ini memfokuskan pada tanggung
jawab hukum dari Direksi terkait tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan setelah masa
jabatan Direksi berakhir maka berdasarkan teori piercing the corporate veil seluruh tindakan
yang dilakukan oleh Direksi diluar masa jabatannya memiliki implikasi hukum kepada pribadi
dari Direksi itu sendiri contohnya jika Direksi mengikat perjanjian dengan pihak ketiga pada saat
masa jabatan Direksi telah berakhir dan perjanjian tersebut berujung pada kerugian bagi
perseroan maka Direksi bertanggung jawab penuh atas seluruh konsekuensi hukum dan
konsekuensi fiscal terkait pelaksanaan perjanjian tersebut secara pribadi, meskipun perjanjian
tersebut dilakukan demi kepentingan perseroan, hal ini sejalan dengan isi undang-undang
nomor: 40 tahun 2007 pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dalam hal Direksi tidak mau bertanggung
jawab secara pribadi atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh dirinya maka berdasarkan
pasal 97 ayat (6) Pemegang Saham dapat menggugat Direksi atas tindakan pengurusan perseroan
yang membuat kerugian bagi perseroan danmeminta Direksi untuk mengganti kerugian tersebut
dengan harta pribadinya. Namun demikian undang-undang nomor: 40 Tahun 2007 tetap
memberikan kesempatan bagi Direksi untuk membela diri hal ini dijelaskan didalam pasal 97
ayat (5) dimana Direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban jika (1) Direksi mampu
membutkikan bahwa kerugian yang muncul bukan disebabkan karena tindakan pengurusannya,
(2) Direksi mampu membuktikan bahwa Direksi telah melakukan pengurusan perseroan dengan
itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan, (3) Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, dan (4)
Direksi telah berusaha untuk mengambil tindakan guna mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian bagi perseroan, dalam kondisi demikian maka tanggung jawab hukum dan fiscal dari
kerugian yang dialami oleh perseroan tidak dapat dimintakan penggantiannya kepada Direksi,
jika Direksi memenuhi segala aspek sebagaimana tercantum didalam pasal 97 ayat (5) undang-
undang nomor 40 tahun 2007 tersebut maka Pemegang Saham mewakili perseroan barulah
dapat memberikan pengesahan tindakan Direksi dan meratifikasinya sebagai tindakan dari
perseroan dan memberikan pelepasan tanggung jawab (acquif et de charge) kepada Direksi.
Dalam konteks contoh kasus sebagaimana penulis jelaskan didalam bab III tesis ini maka konteks
pertanggung jawaban hukum dari Direksi yang melakukan perbuatan pengurusan setelah masa
jabatannya berakhir (ultra vires) dapat dipahami sebagai berikut: jika tindakan pengurusan
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perseroan yang dilakukan oleh Direksi menimbulkan kerugian kepada Perseroan maka tindakan
ulfra vires semacam itu tidak dibenarkan untuk dilakukan dan menjadi tanggung jawab pribadi
dari Direktur untuk menanggung kerugian yang dialami oleh perseroan akibat tindakan
pengurusannya tersebut, namun jika tindakan pengurusan tersebut tidak menimbulkan kerugian
atau jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian namun Direksi mampu membuktikan bahwa
kerugian tersebut bukanlah muncul akrena tindakan pengurusan yang dilakukan oleh dirinya
maka Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas tindakan tersebut hal ini dapat kita
lihat pada contoh kasus sebagaimana penulis uraikan pada bab III tesis ini dimana sleuruh
perseroan didalam bab III tesis ini Direksinya melakukan tindakan ultra vires dengan segala
macam latar belakang dan alasannya, tindakan yang dilakukan pun beragam namun demikian
sampai dengan tesis ini dibuat tidak ada satupun Direksi dari perseroan-perseroan tersebut yang
dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi atas tindakan ultra vires terkait pengurusan
perseroan yang telah dilakukannya, hal ini menandakan bahwa tindakan ultra vires yang
dilakukan Para Direksi perseroan sebagaimana diuraikan pada Bab III tesis ini telah memenuhi
seluruh aspek yang tercantum didalam pasal 97 ayat (5) sehingga tanggung jawab hukum dan
fiscal sebagai konsekuensi dari dilakukannya tindakan ultra vires tersebut tidak dikenakan
kepada Para Direksi.

KESIMPULAN

Bahwa Dalam menjalankan tugasnya, Direksi perseroan terbatas terikat oleh berbagai
aturan, termasuk aturan tentang masa jabatan. Tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi
selama masa jabatannya dianggap sebagai tindakan perseroan, dengan tanggung jawab yang
berada pada perseroan. Namun, jika Direksi melakukan tindakan setelah masa jabatannya
berakhir, itu dianggap sebagai tindakan ultra vires, melampaui kewenangannya. Meskipun
Undang-undang Perseroan Tahun 2007 tidak secara eksplisit melarang tindakan ultra vires,
Direksi dapat membenarkannya dengan alasan yang kuat, seperti itikad baik, tanggung jawab,
dan rasa memiliki.

Direksi bertanggung jawab penuh atas konsekuensi hukum dari tindakan ultra vires,
kecuali jika Direksi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 97 Ayat
(3) dan (4) Undang~undang Perseroan Tahun 2007 mengatur bahwa tanggung jawab hukum
Direksi dapat beralih kepada perseroan jika Direksi memenuhi aspek-aspek tertentu yang
ditetapkan dalam Pasal 97 Ayat (5). Dalam situasi tersebut, tanggung jawab hukum atas tindakan
ultra vires menjadi tanggung jawab perseroan, yang akan meratifikasi, menerima, dan
mengesahkan tindakan tersebut sebagai tindakan perseroan.
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